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LABUHANBATU-Maraknya swalayan di Kabupaten Labuhanbatu harus menjadi
perhatian khusus oleh Pemerintah kabupaten Labuhanbatu, karena pemerintah

Ket.Foto: Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Terjun Langsung Ke Lokasi Bangunan Tak Berizin Di Kelurahan
Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan, Senin(6/6/2022)



seyogianya harus dapat memproteksi pedagang lokal.

Beberapa kasus rencana pendirian swalayan banyak menjadi masalah, baik itu
masalah sosial maupun masalah perizinan bangunan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”)
yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24 angka 34 UU Cipta Kerja yang
memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Rencana pembangunan swalayan di simpang empat Urung Kompas, Kecamatan
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu di Tolak oleh warga setempat dan
penolakan tersebut sudah di bubuhkan puluhan warga dan surat tersebut sudah
sampai kepada pihak kelurahan Urung Kompas.

Dalam hal ini, Nasir Wadiansan Harahap, SH memberi Tanggapan kepada awak
media melalui WhatsApp pribadinya, Senin(6/6/2022) menyampaikan bahwa
permasalahan pendirian swalayan atau mini market sangat berdampak negatif
terhadap nasib pemilik usaha toko-toko kecil sekitarnya, sehingga pemerintah
harus mengawasi setiap gedung yang akan dibangun untuk kebutuhan swalayan.
Terkait dengan izin PBG, Pemerintah harus menindak tegas setiap bangunan
yang belum berizin. Kalau bukan pemerintah yang memproteksi pedagang lokal
terus siapa lagi, ujar Nasir Wadiansan Harahap,SH.

Pemerintah kabupaten labuhanbatu yang mana Bupatinya Bapak Erik Atrada
Ritonga agar peduli dengan perekonomian dan usaha - usaha masyarakat
setempat bila mana swalayan dan mini market hadir di kampung mereka, Pak
Bupati Labuhanbatu tindak tegas pendirian usaha swalayan dan mini market
tanpa izin, ucapnya.

Lanjutnya, Kalo Pak Bupati Labuhanbatu MemBOLO Labuhanbatu jangan
memberikan pendirian swalayan dan mini market yang berefek dengan
perekonomian dan usaha-usaha masyarakat setempat.

Disaat awak media mengkonfirmasi kadis p2tsp kabupaten labuhanbatu,
H.Turing Ritonga di kantor inspektorat, Kamis(2/6/2022) menyampaikan bahwa
bangunan tersebut belum ada PBG nya dan tak ada izinnya.

Dalam pantauan awak media, Kasatpol PP kabupaten Labuhanbatu Muhammad
Yunus Hasibuan telah menurunkan anggotanya kelokasi dan didampingi
beberapa awak media.

Tim satpol PP yang turun kelapangan meminta kepada para pekerja untuk stop
mendirikan bangunan sampai izin PBG keluar, "jangan bangun dulu, sampai ada
izinnya, ungkap Tengku Dian kepala seksi operasional.(MAH)


